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Abstract 
In 1999, the Government published PP No. 81 /1999 on Cigarettes Security for Health which one 
of section (section 4) address the limitation of nicotine and tar of cigarettes in Indonesia. The set 
of policy problem were rising when there were pressures to change PP No. 81 /1999 with PP No. 
19/2003. The policy change invited some protest from interest parties on public health. The 
analysis of this essay depict that the PP reflect that the government have no committmen on public 
health. The formulation process of this PP strongly influenced by cigarettes company and interest 
parties in cigarettes industry. 
Kata kunci : perubahan kebijakan, pendekatan supply dan demand, nilai ekonomi, nilai 
kesehatan 
Perubahan suatu kebijakan (policy change) berawal dari suatu kondisi atau situasi yang 
mempermasalahkan keberadaan kebijakan tersebut. PP No 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan 
Rokok Bagi Kesehatan yang dirubah dengan PP No 38 Tahun 2000 dan diperbaharui/direvisi 
dengan PP No 19 Tahun 2003 menimbulkan polemik di masyarakat, baik di kalangan 
masyarakat anti rokok, pemerhati kesehatan masyarakat, departemen kesehatan, kalangan 
industri rokok, petani cengkeh dan tembakau, buruh pabrik rokok dan konsumen rokok Ada apa 
di balik polemik tersebut ?  
SITUASI MASALAH 
Bahaya merokok merupakan isu yang sangat krusial bagi kesehatan masyarakat. Data dari 
World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa kematian yang diakibatkan oleh rokok 
pada tahun 1950 di negara industri sebesar 0,3 juta orang, pada tahun 1976 mencapai 1,3 juta 
orang di negara industri dan 0,2 juta orang di negara berkembang, pada tahun 2000 mencapai 2,1 
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juta orang di negara industri dan 2,1 juta orang di negara berkembang dan proyeksi pada tahun 
2025-2030 akan mencapai 3 juta orang per tahun di negara industri dan 7 juta orang per tahun di 
negara berkembang (Kompas, 2003). 
Jumlah ini menunjukkan trend/kecenderungan meningkat. Yang menarik adalah, dari data 
WHO tersebut trend jumlah kematian akibat merokok di negaranegara berkembang cenderung 
lebih tinggi dibandingkan trend di negara industri. Dalam kurun waktu 24 tahun terakhir, dari 
tahun 1976 sampai tahun 2000, persentase kenaikan jumlah kematian akibat merokok di negara 
berkembang mencapai 90%, sedangkan di negara industri 38%. 
Ancaman utama yang diakibatkan oleh rokok adalah terjadinya stroke, kanker bibir dan 
mulut, meningkatkan resiko serangan jantung, kanker esophagus, penyakit paru onstruktif kronis, 
kanker hati, dan sebagainya. Dalam buku The Fact About Drug Use (Barry Stimmel MD, 1993) 
disebutkan asap rokok mengandung lebih dari 3.000 zat kimia, dari jumlah itu 43 di antaranya 
merupakan zat karsinogenik yang memicu kanker dengan tar, nikotin dan karbon monoksida 
sebagai tiga zat utamanya (Kompas, 2003). 
Jumlah rokok yang diisap di Indonesia termasuk 5 besar dunia, yaitu 188 milyar. China 
menduduki peringkat pertama dengan jumlah rokok yang diisap 1.679 milyar, Amerika Serikat 
480 milyar, Jepang 316 milyar dan Rusia 230 milyar (Kompas, 2003). WHO South East Asia 
Regional Office (SEARO) menyebutkan bahwa Indonesia menduduki rangking keempat jumlah 
perokok terbanyak di dunia. Pada tahun 1996, jumlah pria perokok umur 10 tahun ke atas di 
Indonesia sebesar 59% dari jumlah penduduk pria umur 10 tahun ke atas atau sebesar 45,92 juta 
orang dan wanita perokok umur 10 tahun ke atas sebesar 3,8% dari jumlah penduduk wanita 
umur 10 tahun ke atas atau sebesar 3,1 juta orang. Jumlah perokok pria dan wanita pada tahun 
tersebut sejumlah 49,02 juta atau sekitar 25% dari total jumlah penduduk Indonesia (Sitepoe, 
2000). 
Bagaimana dengan produksi rokok di Indonesia? Produksi rokok di Indonesia dari tabel 1 
di bawah ini menunjukkan trend meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan dalam 5 tahun 
terakhir dari tahun 1985 sampai tahun 1990 menunjukkan persentase kenaikan produksi rokok di 
Indonesia sebesar 26%. Tembakau dan cengkeh diproduksi untuk memenuhi kebutuhan produksi 
rokok yang semakin meningkat. Tabel 2 menunjukkan jumlah produksi tembakau dan cengkeh 
di Indonesia dari tahun 1995 sampai tahun 1998. 
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Situasi problematis terjadi ketika trend kematian akibat merokok berjalan seiring dengan 
trend kenaikan jumlah produksi rokok dan trend konsumsi rokok. Tidak bisa dipungkiri bahwa 
produksi rokok dapat mendatangkan devisa bagi negara (tahun 2002 negara mendapatkan 22,3 
trilyun) dan membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang (di Indonesia industri rokok 
menyumbang 8% lapangan kerja). Akan tetapi jumlah penyakit yang diakibatkan oleh rokok dan 
jumlah kematian yang terjadi akibat dipicu dan disebabkan oleh asap rokok juga semakin 
meningkat. 
Kekhawatiran berbagai pihak, seperti Departemen Kesehatan, Perhimpunan Dokter Paru 
Indonesia (PDPI), Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Merokok (GNPMM) dan 
pemerhati masalah kesehatan masyarakat terhadap bahaya merokok semakin meningkat dan ada 
keinginan perlunya intervensi kebijakan yang dapat meredusir atau meminimalisir bahaya akibat 
rokok tersebut. Di sisi lain, kalangan industrialis rokok, buruh rokok dan petani tembakau serta 
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cengkeh khawatir jika kebijakan yang sudah dan akan dibuat pemerintah dapat mempengaruhi 
pola konsumsi masyarakat, sehingga menurunkan demand akan rokok, akibatnya produksi rokok 
berkurang, pendapatan pabrik berkurang, dan dapat berakibat pada penekanan upah buruh rokok 
bahkan pemutusan hubungan kerja, selain itu petani tembakau dan cengkeh ditekan untuk 
memproduksi tembakau dan cengkeh sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
HASIL PEMECAHAN MASALAH TERDAHULU 
World Health Organization (WHO) pada tahun 1986 mengeluarkan resolusi yang memuat 
9 strategi dalam menerapkan pencegahan penyakit yang dipicu karena merokok Indonesia 
sebagai anggota WHO juga telah mengambil tindakan pencegahan penyakit yang dipicu karena 
merokok, antara lain menambahkan label bahaya merokok pada pembungkus rokok berdasarkan 
SK Menteri Kesehatan No 225/V/1991 tentang Pengawasan Produk Tembakau. Agaknya Surat 
Keputusan ini tidak cukup efektif untuk menanggulangi permasalahan bahaya merokok di 
Indonesia, karena WHO South East Asia Regional Office (SEARO) mencatat kematian akibat 
merokok di Indonesia pada tahun 1992 diperkirakan 192.000 orang (Berita Jakarta, 2003). 
Pada tahun 1999, dikeluarkan PP No 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi 
Kesehatan dengan salah satu pasal (pasal 4) yang mempermasalahkan pembatasan kadar nikotin 
dan tar dalam rokok yang beredar di Indonesia (Sitepoe, 2000). Pernyataan dalam pasal 4 ayat 1 
tersebut adalah "Kadar kandungan nikotin dan tar pada setiap batang rokok yang beredar di 
wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan 
tar 20 mg"(PP81/1999). Reaksi masyarakat berkembang dengan adanya PP tersebut, pabrik 
rokok kecil, pabrik rokok besar dan serikat pekerja rokok tembakau makanan minuman 
Kabupaten Kudus melakukan protes, dukungan dari berbagai pihak terhadap PP tersebut dan 
berbagai kontroversi tentang kadar nikotin dan tar dalam PP tersebut (Suara Pembaruan, 1999; 
Kompas, 1999, 2000; Rakyat Merdeka, 2000; Media Indonesia, 2000). 
Perubahan dilakukan seiring dengan desakan dan tuntutan dan berbagai pihak, terutama 
dan pihak pengusaha rokok terhadap PP 81 Tahun 1999 tersebut, pada tanggal 7 Juni 2000 
dikeluarkan PP No 38 Tahun 2000 sebagai PP Perubahan terhadap PP 81 Tahun 1999 antara lain 
merubah waktu penyesuaian produksi rokok dengan persyaratan kadar maksimum kandungan 
nikotin dan tar dan 5 tahun menjadi 7 tahun untuk produksi rokok industri besar dan 10 tahun 
untuk industri rokok kecil (pasal 39 ayat 2). 
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Belum genap 3 tahun sejak perubahan PP 81 Tahun 1999, pada tanggal 10 Maret 2003, 
pemerintah mengeluarkan PP No 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. 
PP No 81 Tahun 1999 beserta perubahannya dengan PP No 38 Tahun 2000 dinyatakan tidak 
berlaku. Desakan yang semakin kuat dan pihak pengusaha rokok dan petani tembakau dan 
cengkeh telah melahirkan PP No 19 Tahun 2003 ini. Kadar kandungan tar dan nikotin 
sebagaimana diatur dalam PP 81/1999 ditiadakan, sehingga pasal 4 ayat 1 dalam PP19/2003 ini 
berbunyi "Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kandungan 
kadar nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya"(PP19/2003) 
Dengan adanya revisi PP tersebut, kadar nikotin dan tar menjadi tidak diperhatikan. Fakta 
di lapangan menunjukkan bahwa kadar tar beberapa rokok yang dijual di Indonesia lebih dari 50 
mg (Kompas, 2003). Tabel 3 menunjukkan kandungan tar dan nikotin dalam 10 merk rokok 
dengan penjualan tertinggi di Indonesia. Rata-rata kandungan tar dari kesepuluh merk tersebut 
adalah sebesar 38 mg sedangkan rata-rata kandungan nikotinnya sebesar 2 mg. 
Data dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) pada tahun 2002, sekitar 500 ribu 
orang Indonesia menderita berbagai penyakit akibat rokok. Sedangkan data dari Survei 
Kesehatan Rumah Tangga 2002 menyebutkan, angka merokok aktif di Indonesia mencapai 75% 
atau 141 juta orang (Kompas, 2003). Jika trend bahaya merokok meningkat seiring dengan trend 
konsumsi rokok dan dua variabel ini meningkat seiring dengan produksi (kuantitas) dan kadar tar 
dan nikotin (kualitas) rokok, maka revisi PP 81/1999 (yang salah satu pasalnya mengatur tentang 
kadar tar dan nikotin tersebut) menjadi PP 19/2003 (yang tidak memberikan batasan maksimal 
kadar nikotin dan tar) akan berpengaruh terhadap trend dua variabel independent yang 
menyertainya yaitu konsumsi rokok dan bahaya akibat merokok 
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LINGKUP DAN INTI MASALAH  
a. Penilaian Hasil Kebijakan Terdahulu 
PP 81/1999 dianggap sebagai kebijakan terdahulu sebelum dikeluarkannya PP Revisi No 
19 Tahun 2003. Evaluasi terhadap PP 81/1999 tidak dilakukan secara komprehensif oleh 
pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan (Depkes) dan Departemen 
Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi 
mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya 
mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran 
(Dunn, 2000). 
Kinerja PP 81/1999 diukur dari apakah PP tersebut telah mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan? Tujuan dari PP 81/1999 adalah mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi 
individu dan masyarakat dengan : 
1. Melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal 
dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat penggunaan rokok. 
2. Melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan 
lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan terhadap rokok 
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3. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya 
kesehatan terhadap penggunaan rokok. 
Data dari Survey Kesehatan Rumah Tangga 2002 menyebutkan bahwa angka merokok 
aktif di Indonesia mencapai 75 % atau 141 juta orang. Jumlah ini mengalami kenaikan 188% dari 
jumlah perokok tahun 1996. Sungguh jumlah yang luar biasa. Menteri Kesehatan membeberkan 
angka 6,5 juta orang di Indonesia menderita penyakit akut akibat merokok (Republika, 2003). 
Antara lain berupa kanker paru-paru, jantung dan gangguan peredaran darah. 
Harian Kompas, 21 Maret 2000 mengangkat berita 57.000 jiwa meninggal per tahun akibat 
merokok atau 158 jiwa meninggal setiap hari per tahun di Indonesia (Sitepoe, 2000). Angka 
kematian 57.000 jiwa/tahun diperhitungkan dari angka kematian kasar (Crude Death Rate = 
CDR). Dikatakan bahwa angka kematian akibat merokok adalah 3-4% dari CDR Pada tahun 
1996 CDR adalah 7,5%, sehingga angka kematian merokok pada tahun 1996 adalah 4% dari 
7,5% x 198,2 juta = kurang lebih 57.0000 jiwa. 
Perwakilan WHO untuk Indonesia, Georg Petersen, mengatakan bahwa jumlah perokok di 
negara-negara maju pada masa-masa mendatang mulai menurun, tetapi sebaliknya naik di 
negara-negara berkembang. Usia perokok pun bergeser ke arah anak-anak muda. Survei 
Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1986 yang diadakan oleh Departemen Kesehatan 
menunjukkan anak-anak perokok dalam umur 10-14 tahun mencapai 0,6% dan 15 - 19 tahun 
mencapai 13,2% dari total perokok di Indonesia. World Bank memperkirakan, dengan pola 
merokok saat ini, 500 juta orang terancam nyawanya. Lebih dari setengahnya adalah anak-anak 
dan remaja (Kompas, 2003). 
Agaknya Departemen Kesehatan tidak cukup punya kekuatan untuk mengevaluasi kinerja 
serta dampak dari PP81/1999 tersebut terhadap kesehatan masyarakat, karena pada tanggal 10 
Maret 2003 yang lalu pemerintah mengundangkan PP No 19 Tahun 2003 yang tidak membatasi 
takaran/jumlah maksimal kadar nikotin dan tar dalam pasal 4 ayat 1 PP 81/1999. Perubahan 
substansi kebijakan ini diindikasikan tidak melalui proses evaluasi kebijakan. Asumsi ini 
diperoleh karena nilai yang terkandung dalam dua PP tersebut berbeda. Nilai kesehatan 
dikorbankan untuk mencapai kepentingan yang lain, yaitu nilai ekonomi. Walaupun substansi 
tujuan kedua PP tersebut sama, akan tetapi telah terjadi pergeseran nilai dari PP 81/1999 ke PP 
19/2003. Seharusnya evaluasi dilakukan dengan melihat hasil dari PP terdahulu dan meneliti 
hubungan antara jumlah kematian dan bahaya merokok dengan kadar tar dan nikotin tertentu. 
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b. Urgensi Situasi Masalah 
Berdasarkan pemaparan di atas, sangat jelas tergambar bahwa terdapat posisi kerentanan 
kesehatan masyarakat akibat bahaya merokok. Fakta-fakta menunjukkan dampak negatif 
merokok lebih besar daripada dampak positifnya. World Health Organization (WHO) 
mengemukakan bahwa pada tahun 2002 terjadi kematian akibat merokok sebesar 4,2 juta jiwa, 
dengan komposisi di negara industri 2,1 juta jiwa, laki-laki 1,6 juta jiwa dan perempuan 0,5 juta 
jiwa; di negara berkembang sebesar 2,1 juta jiwa, laki-laki 1,8 juta jiwa dan perempuan 0,3 juta 
jiwa (Kompas, 2003). Proyeksi pada tahun 2025-2030, terdapat 10 juta orang meninggal akibat 
rokok dan 70%-nya berasal dan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. 
Perokok tidak saja membahayakan dirinya sendiri akan tetapi juga membahayakan orang-
orang di sekitarnya atau sering disebut sebagai perokok pasif. Sidestream smoke atau asap 
samping sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan perokok pasif, karena jumlahnya cukup 
banyak dan kadar bahan berbahaya yang dikandungnya cukup tinggi (Republika, 2003). Risiko 
kesehatan yang dihadapi perokok pasif hampir tidak ada bedanya dengan perokok aktif. Bahkan 
dalam beberapa penelitian resiko kesehatan perokok pasif lebih tinggi daripada perokok itu 
sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah membuktikan bahwa zat-zat kimia 
yang dikandung asap rokok dapat mempengaruhi orang-orang tidak merokok di sekitarnya. Asap 
rokok mengandung banyak zat-zat berbahaya (The Scottish Health Education Group), 
diantaranya : 
1. Tar, mengandung bahan kimia yang beracun yang dapat merusak sel paru-paru dan 
menyebabkan kanker  
2. Karbon Monoksida (CO), gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya 
kemampuan darah membawa oksigen 
3. Nikotin, merupakan salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan 
sirkulasi darah, nikotin membuat pemakainya kecanduan. 
Jika kesehatan masyarakat terganggu akibat terkena bahaya merokok, maka produktifitas 
masyarakat akan menurun, kualitas hidup masyarakat menurun dan pajak yang diterima negara 
dari masyarakat menurun akibat rendahnya produktivitas. Direktur Jenderal Pengawasan Obat 
dan Makanan (POM) Departemen Kesehatan, Wisnu Kaltim, mengutip laporan WHO bahwa 
berdasarkan data Mei 1997, estimasi angka kematian di seluruh dunia saat ini mencapai 3 juta 
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orang per tahun akibat merokok. Berarti 1 kematian setiap 10 detik dan 50% korban meninggal 
itu berusia produktif (Media Indonesia, 1997).  
c. Kebutuhan Analisis 
Intervensi kebijakan pemerintah terhadap bahaya rokok bagi kesehatan masyarakat perlu 
dianalisis secara komprehensif, sehingga kompleksitas dan dinamika permasalahan dalam 
persoalan bahaya merokok dapat didefinisikan secara jelas sekaligus dapat dilakukan 
estimasi/trend terhadap kecenderungan permasalahan yang ada. 
Langkah ini dapat membantu mencari jalan atau solusi yang tepat dalam menangani 
permasalahan bahaya rokok bagi kesehatan. Pilihan dan alternatifalternatif kebijakan dapat 
dibuat, sehingga memungkinkan dipilihnya alternatif yang paling tepat dalam konteks dan setting 
kebijakan kesehatan, khususnya pengamanan rokok bagi kesehatan masyarakat. Bagaimanapun 
juga intervensi perlu dilakukan, namun apakah intervensi tersebut tepat atau justru menjadi obat 
yang salah dari suatu penyakit yang sudah parah? Untuk itu selanjutnya, tulisan ini akan 
mengulas permasalahan kebijakan yang ada, masa depan kebijakan dan aksi kebijakan yang 
perlu dilakukan sehubungan dengan hal di atas. 
PERUMUSAN MASALAH  
a. Pendekatan Analisis 
Permasalahan kebijakan muncul ketika terdapat upaya untuk merevisi PP 81/1999 tersebut 
dengan dikeluarkannya PP No 19 tahun 2003 yang mengundang protes dan pihak-pihak yang 
berkepentingan terhadap kesehatan masyarakat. PP tersebut dianggap tidak menunjukkan adanya 
komitmen kesehatan dari pemerintah dan dalam proses perumusannya tidak terlepas dari 
pengaruh perusahaan rokok dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam industri rokok. 
Pengaturan tentang kadar kandungan nikotin dan tar dalam PP revisi ini masuk ke dalam bab II, 
yang berbunyi"Setiap orang yang memproduksi rokok wajib melakukan pemeriksaan kandungan 
kadar nikotin dan tar pada setiap hasil produksinya."Batasan kadar nikotin dan tar dihilangkan 
sehingga semakin menimbulkan kerawanan terhadap kesehatan masyarakat akan bahaya 
merokok 
Revisi yang dilakukan pemerintah terhadap PP No 81/1999 menjadi PP No 19/2003 
menunjukkan adanya trade-off kebijakan. Di satu sisi pemerintah ingin mengakomodasi 
kepentingan kesehatan masyarakat, namun di sisi lain pemerintah juga mengakomodasi 
kepentingan dari industri rokok. PP revisi dengan jelas menunjukkan keberpihakan pemerintah 
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pada industri rokok daripada kesehatan masyarakat. Padahal di seluruh dunia justru muncul 
gerakan pengendalian rokok dan penanggulangan dampaknya (Kompas, 2003), termasuk dari 
WHO Convention on Tobacco Control yang draf finalnya sudah selesai disusun. Data dari World 
Bank pada tahun 1990 menunjukkan bahwa saat cukai rokok yang diterima pemerintah Indonesia 
Rp 2,6 trilyun, kerugian ekonomi akibat rokok yang harus ditanggung rakyat sebesar Rp 14,5 
trilyun. 
Tarik-menarik kepentingan ekonomi dan kesehatan telah membuahkan "kemenangan" pada 
industri rokok, sehingga revisi PP 81/1999 justru memberikan kerugian pada kesehatan 
masyarakat. Dan hasil proses kebijakan yang terjadi, muncul pertanyaan apakah revisi PP No 
81 Tahun 1999 menjadi PP No 19 Tahun 2003 efektif untuk mengurangi akibat merokok 
bagi kesehatan masyarakat ? Tipologi masalah kesehatan masyarakat ini termasuk dalam 
masalah yang rumit (ill-structured) (Dunn, 2000) dengan karakteristik antara lain adanya konflik 
nilai dalam proses pengambilan keputusannya, yaitu antara nilai ekonomi dan sosial. 
Policy Modelling 
Model yang digunakan dalam analisis kebijakan revisi PP 81/1999 ini adalah model 
analitik yang akan dikembangkan dengan analisis hubungan kausal, yaitu pengaruh revisi PP 
terhadap kesehatan masyarakat. Model yang dapat menggambarkan realitas masalah kesehatan 
masyarakat dalam revisi PP 81/1999 menjadi PP 19/2003 ini adalah sebagai berikut : 
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Asumsi model 
PP 81/1999 sebagai variabel independent (X1) berpengaruh terhadap peningkatan 
kesehatan masyarakat (Y1). Dalam perkembangannya X1 telah mengalami pergeseran menjadi 
X2 yaitu adanya PP revisi, sehingga efektivitas pencapaian tujuan utama (Y1) dipertanyakan 
akibat terjadi bias atau pergeseran nilai tujuan menjadi Y2 dan diharapkan memberikan dampak 
pada penerimaan cukai rokok di camping upaya untuk kesehatan masyarakat. 
b. Pelaku Kebijakan  
Pelaku utama dari PP No 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 
Masyarakat ini adalah Departemen Kesehatan. Visi dan misi departemen kesehatan menjadi 
acuan utama dalam melaksanakan PP ini (mission driven) dibandingkan dengan acuan yang lebih 
didasarkan kepatuhan pada aturan (rule driven). Departemen Kesehatan bekerjasama dengan 
departemen lain seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Pertanian 
memformulasikan kebijakan ini sebagai upaya perlindungan terhadap kerentanan kesehatan 
masyarakat akibat bahaya merokok. Proses legitimasi dan implementasi kebijakan juga berada 
dalam kontrol Departemen Kesehatan. 
Oleh karena itu, sangat penting dilakukan kajian menyeluruh tentang substansi dan proses 
kebijakan PP No 19 Tahun 2003 ini, dengan Departemen Kesehatan selaku aktor kunci dan 
stakeholder kebijakan seperti perusahaan/pabrik rokok, konsumen rokok, dan pihak-pihak lain 
seperti buruh rokok, petani cengkeh dan tembakau, perokok pasif, masyarakat pemerhati 
kesehatan masyarakat, dan sebagainya. 
c. Tujuan dan Sasaran Kebijakan 
Tujuan dari PP No 19 Tahun 2003 adalah (1) melindungi kesehatan dari bahaya akibat 
merokok, (2) membudayakan hidup sehat, (3) menekan perokok pemula dan (4) melindungi 
kesehatan perokok pasif. Perlu diketahui bahwa prevalensi perokok aktif di Indonesia meningkat 
dengan sangat cepat dalam dua dekade terakhir. Data Survei Kesehatan Nasional Tahun 2001 
menunjukkan bahwa 54,5% laki-laki dan 1,2% perempuan Indonesia berusia lebih dari 10 tahun 
merupakan perokok aktif. Sekitar 28,3% perokok tergolong dalam sosial ekonomi rendah, di 
mana mereka membelanjakan rata-rata 15-16% pendapatan dalam satu bulan untuk membeli 
rokok. Tingkat kematian akibat kebiasaan merokok di Indonesia telah mencapai 57.000 orang 
setiap tahunnya (Penjelasan PP19/2003). 
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Oleh karena itu pengamanan rokok bagi kesehatan perlu dilaksanakan dengan pemberian 
informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar yang ada pada setiap batang rokok, 
pencantuman peringatan pada label, pengaturan produksi dan penjualan rokok pada tempat 
umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yag secara spesifik sebagai tempat proses 
belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum. 
Sasaran dari kebijakan ini adalah kesehatan konsumen rokok dan masyarakat pada 
umumnya. Pemerintah menargetkan dalam kurun waktu selama 10 tahun dari tahun 2000 sampai 
2010 terjadi penurunan konsumsi rokok setidaknya 1 % setahun dan jumlah perokok pada anak-
anak, wanita dan kelompok miskin turun masing-masing setidaknya 1% setahun. 
Sasaran dari kebijakan pengamanan rokok bagi kesehatan ditujukan untuk melindungi 
konsumen rokok dan masyarakat pada umumnya, namun dalam PP 19/2003 ini terdapat 2 
sasaran yaitu sasaran lansung yaitu pada pengusaha rokok dan sasaran tidak langsung melalui 
konsumen rokok. Pengusaha dan pabrik rokok menjadi media pencapaian tujuan kebijakan PP 
19/2003 ini. Apakah upaya ini akan efektif? 
Gambar 2 menjelaskan sasaran kebijakan, yang menimbulkan hubungan interdependensi 
antara satu aktor dengan aktor lainnya, yaitu pengusaha (pabrik rokok), konsumen rokok, petani 
tembakau dan cengkeh serta buruh rokok. Konsumen rokok dan masyarakat merupakan target 
group dan menjadi salah satu stakeholder dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang ditujukan 
untuk menangani rokok. Dampak sasaran dari PP 19/2003 dapat bergeser dari satu aktor ke lain 
aktor tergantung dari kekuatan (bargaining power) yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dari 
gambar dapat diketahui bahwa bargaining power terbesar dimiliki oleh pengusaha (pabrik 
rokok), hal ini terbukti dengan dimenangkannya nilai ekonomi rokok sebagai penyumbang 
pendapatan negara dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, daripada nilai kesehatan 
masyarakat akibat merokok. Jumlah pendapatan cukai rokok pada tahun 2000 dapat dilihat dari 
tabel 4. 
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Dengan jumlah sebesar Rp 12,46 trilyun rupiah untuk rokok kretek pada tahun 2000 
tersebut, tentunya bagi pemerintah jumlah ini sangat menguntungkan pemasukan negara, 
sehingga pengusaha rokok mendapatkan posisi yang penting dalam pembuatan maupun 
implementasi kebijakan yang berkaitan dengan perokokan. 
d. Ukuran Efektivitas 
Untuk mengetahui ukuran efektivitas, maka terlebih dahulu perlu diketahui tujuan yang 
ingin atau akan dicapai melalui PP No 19 Tahun 2003 tersebut. Dalam penjelasan PP 19/2003 
disebutkan tujuan yang ingin dicapai adalah : 
1. Melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok 
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2. Membudayakan hidup sehat 
3. Menekan perokok pemula 
4. Melindungi kesehatan perokok pasif 
Tujuan dari PP sebelumnya, yaitu PP No 81 Tahun 1999 juga sama. Namun yang menjadi 
permasalahan adalah substansi kebijakan yang berbeda akibat intervensi dari pihak pengusaha 
dan pabrik rokok terhadap PP tersebut. Tidak ada atau dihilangkannya batasan maksimal kadar 
nikotin dan tar dalam rokok disinyalir akan menimbulkan kerawanan kesehatan masyarakat dari 
bahaya merokok. Oleh karena itu pertanyaannya menjadi, apakah PP No 19 Tahun 2003 ini 
mampu mencapai tujuan yang diharapkan (ditetapkan)? 
Ukuran pertama adalah apakah masyarakat terlindungi dari bahaya akibat merokok? 
Apakah budaya hidup sehat telah tumbuh di masyarakat? Apakah jumlah perokok pemula 
menurun? Dan apakah perokok pasif sudah terlindungi? Untuk mengetahui secara pasti, dapat 
dilakukan analisis biaya manfaat (Cost Benefit Analysis) baik ekonomi maupun sosial dan 
analisis biaya efektivitas (Cost Benefit Effectiveness). 
Dengan analisis CBA dapat diketahui berapa besar biaya ekonomi yang digunakan untuk 
memproduksi rokok yang rendah kadar tar dan nikotinnya, ataupun biaya untuk menemukan 
varietas-varietas baru tembakau dan cengkeh yang memenuhi standar kesehatan. Dalam upaya 
ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Pertanian memainkan peranan 
penting. Manfaat ekonomi dapat diketahui dari peningkatan produktivitas akibat pengurangan 
jumlah orang merokok atau terhindar dari bahaya merokok. Untuk manfaat ekonomi ini cukup 
sulit menghitungnya. 
Analisis CBA sosial dapat diperhitungkan dari biaya sosial akibat konsumsi merokok 
masyarakat dan manfaat sosial dapat diketahui dari peningkatan kualitas hidup masyarakat akibat 
konsumsi rokok yang semakin menurun dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 
Sedangkan analisis biaya efektivitas diperhitungkan dari biaya yang hams dikeluarkan oleh 
masyarakat, pengusaha rokok dan pemerintah dalam upaya menurunkan akibat bahaya merokok 
dan efektivitas diukur dari pelayanan yang lebih baik akibat biaya yang telah dikeluarkan 
tersebut. Analisis-analisis tersebut memungkinkan dilakukan dengan adanya penelitian khusus.  
e. Potensi pemecahan 
Pendekatan yang digunakan oleh pemerintah dalam upaya menekan bahaya merokok bagi 
kesehatan merupakan pendekatan supply, yaitu dengan memberikan beberapa tekanan dan 
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pengaturan pada pengusaha dan pabrik rokok melalui PP No 19 Tahun 2003, seperti 
pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar rokok (pasal 6 ayat 1), tulisan 
peringatan kesehatan berupa "merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, 
gangguan kehamilan elan janin" (pasal 8 ayat 2), tidak boleh menggunakan bahan tambahan 
yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan (pasal 11 ayat 1) dan iklan di media elektronik 
hanya dapat dilakukan pada pukul 21.30 sampai pukul 05.00 waktu setempat (pasal 16 ayat 3). 
Pemerintah juga menentukan kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai bebas rokok (pasal 22). 
Pendekatan demand agaknya lebih sulit dilakukan karena harus merubah pola hidup masyarakat 
secara keseluruhan. Kesadaran untuk berhenti merokok biasanya merupakan kesadaran 
individual bukan kesadaran kolektif. 
Solusi yang tersedia saat ini adalah adanya instrumen perpajakan melalui cukai rokok. 
Cukai rokok dapat ditinggikan sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi rokok. Cukai 
rokok di Indonesia memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam perolehan APBN (lihat 
tabel 5 di bawah ini), namun nilainya masih kecil dibandingkan dengan penerimaan cukai rokok 
yang diperoleh negara lain di kawasan ASEAN. Misalnya Singapura membebankan cukai rokok 
sebesar 73%, Malaysia 33%, Thailand 70%, Filipina 63%, China 40%, Vietnam 40%, sedangkan 
Indonesia hanya 30%. (Swara). 
 
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Sanusi Tambunan dan Ketua Sub Komisi Kesehatan, 
Komisi VII DPR, Mariani Baramulih, memperkirakan jika cukai cokok dinaikkan sebesar 100%, 
maka kenaikan harga rokok rata-rata hanya. 36%, tetapi mampu menurunkan tingkat konsumsi 
sebesar 19%, pendapatan negara dan cukai rokok akan meningkat 63% yang merupakan 
kenaikan pendapatan pajak pemerintah sebesar 0,4% dari GNP (Kompas, 2003). Cukai yang 
tinggi akan menyebabkan pengusaha atau pabrik rokok membebankan kenaikan harga pada 
konsumen (atau menekan harga dari petani cengkeh dan tembakau), sehingga dapat mengurangi 
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jumlah perokok akibat tidak mampu membeli, khususnya dari penduduk berpenghasilan rendah 
dan perokok anak dan remaja. 
Selain itu terdapat solusi non-ekonomi seperti sosialisasi dan kampanye anti rokok, yang 
didukung dengan adanya program-program menyeluruh untuk mengurangi pola konsumsi 
merokok di masyarakat dengan strategi keras (pembatasan, sangsi, denda) dan strategi lunak 
(sosialisasi, program perlindungan konsumen, dll) 
ALTERNATIF KEBIJAKAN  
a. Deskripsi Alternatif 
Alternatif kebijakan untuk penanganan masalah pengamanan rokok bagi kesehatan 
haruslah didasarkan pada dua pendekatan secara komprehensif, yang pertama adalah pendekatan 
supply, yang dilakukan dengan meningkatkan persentase cukai rokok dan yang kedua adalah 
pendekatan demand, dilakukan dengan melakukan sosialisasi serta kampanye bahaya merokok 
untuk meningkatkan kesadaran konsumen akan bahaya rokok dalam jangka menengah dan 
panjang. 
Alternatif pertama meningkatkan persentase cukai rokok. Instrumen ekonomi digunakan 
untuk mencapai tujuan sosial dan kesehatan masyarakat dan nantinya dapat memberikan 
kontribusi pada tujuan ekonomi. Hipotesis yang diajukan dari alternatif ini adalah : 
Ho : Jika % cukai rokok tetap atau tidak meningkat, maka konsumsi rokok masyarakat tetap atau 
meningkat, sehingga bahaya akibat merokok tetap ada bahkan meningkat. 
Ha : Jika % cukai rokok ditingkatkan, maka konsumsi rokok masyarakat berkurang, sehingga 
bahaya akibat merokok pun menurun. 
Dari skema di bawah, kebijakan cukai rokok sebagai instrumen ekonomi dapat digunakan 
untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, kesehatan dan ekonomi itu sendiri. Jika alternatif 
menaikkan cukai rokok yang dipilih, maka ada konsekuensi-konsekuensi tertentu baik yang 
diinginkan maupun yang tidak diinginkan, yang timbul akibat intervensi kebijakan, seperti 
berkurangnya konsumsi rokok terutama dan pendapatan rendah, anak-anak dan remaja (+) dan 
membanjirnya produk-produk rokok dari luar dengan harga rokok yang lebih murah atau 
terjangkau. 
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Jika diurai dalam elemen-elemen konsekuensi alternatif kebijakan, maka akan ditemukan 
berbagai unsur yang dapat berpengaruh terhadap konsekuensi yang diinginkan, misalnya pola 
konsumsi rokok masyarakat yang sulk untuk dirubah, hal ini akan berpengaruh terhadap 
konsekuensi alternatif kenaikan cukai rokok, yaitu masyarakat tetap membeli rokok walaupun 
harganya mahal. Hal-hal seperti ini perlu dicermati oleh pengambil keputusan (decision maker). 
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Trend regresi linier dari cukai rokok tahun 2000-2003, dapat digunakan untuk melakukan 
estimasi berapa besar cukai rokok yang diperoleh negara pada tahun-tahun mendatang. Dari 
persamaan diperoleh nilai a = 19,3 dan nilai b = (∑XiYi)/ ∑Xi2 ) =11,1. Sehingga persamaan 
garis trendnya adalah Y = 19,3 + 11,1X. Ramalan perolehan cukai rokok pada tahun 2004 adalah 
Y = 19,3 + 11,1 (3) = 52,6 trilyun, sedangkan pada tahun 2005 adalah Y = 19,3 + 11,1 (4) = 63,7 
trilyun. Sungguh suatu jumlah yang menggiurkan bagi negara. Akan tetapi perlu diingat bahwa 
kerugian akibat rokok dari studi WHO di Indonesia tahun 1990 adalah sebanyak 14,5 trilyun 
berupa beban biaya pengobatan, kecacatan dan penurunan produktivitas. Jumlah ini 5,5 kali lipat 
dari jumlah cukai yang diterima, yaitu 2,6 trilyun. Pada tahun 2002 diperkirakan kerugian akibat 
rokok sebesar 90 trilyun atau 4 kali lipat dari jumlah cukai yang diterima. Jika alternatif 
menaikkan cukai rokok dilakukan pemerintah, maka kerugian akibat rokok dapat ditekan akibat 
menurunnya konsumsi rokok.  
 
Jika cukai rokok dinaikkan sebesar 100%, maka diperkirakan pada tahun 2004 perolehan 
cukai sebesar 52,6 x 100% + 52,6 = 105,2 trilyun. Jumlah  sebesar ini selain dapat digunakan 
untuk pendapatan negara juga dapat dialokasikan untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
Jika kebijakan tidak menaikkan cukai yang dipilih, maka konsekuensi ekonomi dan sosial-
kesehatan yang diperoleh misalnya, meningkatnya pendapatan negara tetapi tidak setinggi jika 
cukai dinaikkan, alokasi dana untuk pelayanan kesehatan tidak banyak dan konsumsi rokok 
masyarakat tetap bahkan mengalami kenaikan. 
Alternatif ketiga yaitu melakukan sosialisasi dan kampanye bahaya merokok bagi 
kesehatan. Alternatif ini seperti strategi jemput bola, menggunakan pendekatan demand. 
Alternatif ini harus didukung secara komprehensif, bukan saja meningkatkan kesadaran 
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konsumen akan bahaya merokok, akan tetapi perlu dukungan suprastruktur dan infrastruktur 
yang ada, seperti UU yang mengatur tentang rokok atau anti rokok (PP dapat digunakan untuk 
meregulasi akan tetapi law enforcementnya lemah dibandingkan UU)peran dari produsen rokok 
dalam memberikan informasi kandungan tar dan nikotin dalam rokok, informasi tentang bahaya 
merokok dalam kemasan rokok, peran dari keluarga dan masyarakat umum dan peran dari 
petugas kesehatan. Aditama (2003) mengemukakan bahwa secara umum, tanpa intervensi dan 
pengaruh apa pun juga ada sekitar 1% perokok yang berhasil berhenti merokok. Bila ada petugas 
kesehatan, dokter atau perawat menganjurkan berhenti merokok, maka angka keberhasilan 
berhenti dapat naik sampai 5 %. Dan jika petugas kesehatan menggunakan segala metode untuk 
membantu seseorang berhenti merokok, maka angka keberhasilannya naik lagi sampai 50-60%. 
Skema yang dapat menggambarkan deskripsi alternatif kedua ini adalah : 
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b. Perbandingan Konsekuensi 
Perbandingan konsekuensi-konsekuensi utama dan alternatif-altematif kebijakan yang 
ditawarkan dan kebijakan yang dipermasalahkan dalam tulisan ini dapat dilihat dari tabel di 
bawah ini 
 
 
 
Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No.1, 2004  110 
 
c. Ekses Luar dan Eksternalitas 
Alternatif pertama yaitu kebijakan menaikkan cukai rokok mempunyai ekses luar dan 
eksternalitas positif, yaitu bekerjanya instrumen sosial dan kesehatan mengikuti instrumen 
ekonomi yaitu meningkatnya produktivitas masyarakat akibat kecenderungan menurunnya 
konsumsi masyarakat akan rokok akibat harga yang cukup mahal, selain terhindar dari berbagai 
penyakit, kinerja orang meningkat sehingga memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. 
Eksternalitas negatif yang timbul yaitu konsumsi rokok masyarakat tetap tinggi karena 
membanjirnya produk rokok luar negeri dengan harga terjangkau dan rendah kadar nikotin serta 
tarnya. 
Alternatif kedua yaitu tidak menaikkan cukai rokok atau dengan kata lain kebijakan cukai 
rokok tetap, maka konsekuensi positif dan negatif akan menyertai kebijakan ini seperti 
meningkatnya pendapatan negara tetapi tidak sebesar jika tarif cukai dinaikkan dan konsumsi 
merokok masyarakat tetap tinggi. Eksternalitas positif yang diharapkan juga tidak sebesar 
eksternalitas positif alternatif pertama. Alternatif kebijakan ini cenderung tidak dapat 
menghasilkan hasil yang optimal baik dari nilai kesehatan masyarakat maupun nilai ekonomi. 
Sedangkan dari ahernatif ketiga, yaitu sosialisasi dan kampanye anti rokok dengan adanya 
law enforcement yang kuat terdapat eksternalitas positif terlindunginya masyarakat atau orang-
orang yang tidak merokok (perokok pasif) dan bahaya asap samping perokok, eksternalitas 
negatifnya berupa kolusi antara produsen rokok dengan penegak hukum Indonesia (yang kita 
tahu masih sangat lemah). Nuansa ini akhirnya mengembalikan posisi pemerintah dan pengusaha 
dalam posisi yang kuat dan terbentuk aliansi strategis di antara kedua aktor kebijakan ini, 
sedangkan aktor utama lain dalam kebijakan yaitu masyarakat dan konsumen rokok terabaikan. 
d. Kendala dan Kelayakan Politis. 
Alternatif kebijakan kenaikan cukai rokok, bukan merupakan kebijakan populer bagi 
pengusaha atau produsen rokok dan diikuti oleh buruh rokok dan petani tembakau serta cengkeh. 
Secara politis, alternatif kebijakan ini tidak diminati dan kurang mendapatkan dukungan 
terutama dari pihak produsen. Terbukti pada bulan Oktober 2002, ketika pemerintah melalui 
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 449 / KMK .04 / 2002 menetapkan kenaikan tarif 
cukai dan harga dasar hasil tembakau atau HJE untuk masing-masing jenis Sigaret Kretek Mesin 
(SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM), industri rokok mengeluh (Kompas, 2002). Dan sisi 
konsumen, penullis berasumsi bahwa alternatif kebijakan ini memang tidak cukup populer, akan 
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tetapi cukup efektif untuk mengurangi jumlah perokok terutama dari kalangan pendapatan 
rendah, anak-anak dan remaja. 
Alternatif kebijakan kedua tidak begitu banyak mendapatkan halangan dan kendala politis, 
akan tetapi hasilnya tidak maksimal, karena pemerintah seperti tidak melakukan apa-apa (do 
nothing). Alternatif kebijakan sosialisasi dan kampanye anti rokok disertai law enforcement yang 
kuat tidak menimbulkan kendala dan halangan politis yang cukup kuat dibandingkan alternatif 
pertama. Namun jika suprastrukturnya tidak berfungsi, maka hasil yang dicapai pun tidak dapat 
maksimal.  
REKOMENDASI KEBIJAKAN  
a. Kriteria Usulan Alternatif 
Lalu mana dari alternatif-akematif kebijakan tersebut yang dianggap terbaik dan mengapa? 
Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan pilihan berdasarkan kriteria keputusan. Kriteria 
keputusan dimaksudkan secara eksplisit sebagai nilainilai yang dinyatakan yang melandasi 
rekomendasi untuk tindakan (Dunn, 2000). Kriteria usulan alternatif didasarkan pada technical 
feasibility, political viability, economic and financial possibility dan administrative operability 
(Bardach dalam Patton, 1993). 
Berdasarkan seleksi alternatif kebijakan di tabel 8, maka nilai terbesar diperoleh alternatif 
3 yaitu sosialisasi dan kampanye anti rokok (nilai 78), diikuti alternatif 1 yaitu menaikkan cukai 
rokok (nilai 68), yang ketiga pemberlakuan kebijakan PP 19/2003 (nilai 61), dan yang terakhir 
kebijakan tidak menaikkan cukai rokok (nilai 51). 
Pembobotan kriteria terbesar diberikan pada kriteria technical feasibility, karena analisis 
ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang diberlakukan, sub kriteria efektivitas, 
yaitu kriteria ketercapaian tujuan masuk dalam kriteria teknik. Oleh karena itu kriteria ini 
mendapatkan pembobotan 4. Pembobotan 3 diberikan pada kriteria political viabiliy, karena 
kebijakan ini mempunyai misi kesehatan, sehingga menjawab tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat atau tidak dalam bidang kesehatan. Pembobotan 2 diberikan kepada administrative 
operability, yaitu keterediaan sarana dan prasarana serta kemampuan pemerintah dalam 
menjalankan kebijakan, dan pembobotan 1 diberikan pada kriteria economic and financial 
Dan kriteria efektivitas alternatif 1 mendapatkan nilai terbesar, sama dengan nilai yang 
diperoleh alternatif 3, tetapi kebijakan ini sangat tidak populer, sehingga mendapatkan kendala 
dan halangan politis yang besar dibandingkan dengan alternatif ketiga. Selain itu kurang sesuai 
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dengan nilai-nilai dalam masyarakat, karena misi dari kebijakan ini lebih condong pada nilai 
ekonomi daripada nilai kesehatan dan sosial (walaupun dalam prakteknya nilai-nilai sosial dan 
kesehatan tercapai dengan pencapaian nilai ekonomi). 
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b. Deskripsi Alternatif Terpilih 
Berdasarkan kriteria seleksi alternatif kebijakan, yang terpilih adalah kebijakan sosialisasi 
dan kampanye anti rokok. Kebijakan ini mempunyai nilai tertinggi dalam bobot tertinggi yaitu 
12. Hal ini menunjukkan bahwa altematif kebijakan ini mampu memenuhi kriteria efektivitas 
pencapaian tujuan seperti yang dipermasalahkan dalam bagian depan paper ini. Alternatif ini 
seperti yang telah dikemukakan di depan merupakan strategi jemput bola, menggunakan 
pendekatan demand. Altematif ini harus didukung secara komprehensif, bukan saja 
meningkatkan kesadaran konsumen akan bahaya merokok, akan tetapi perlu dukungan 
suprastruktur dan infrastruktur yang ada, seperti UU yang mengatur tentang rokok atau anti 
rokok (PP dapat digunakan untuk meregulasi akan tetapi law enforcementnya lemah 
dibandingkan UU), peran dan produsen rokok dalam memberikan informasi kandungan tar dan 
nikotin dalam rokok, informasi tentang bahaya merokok dalam kemasan rokok, peran dari 
keluarga dan masyarakat umum dan peran dari petugas kesehatan. 
Oleh karena itu komponen terpenting dari alternatif kebijakan ini adalah komitmen dari 
institusi pelaksana dan kuatnya penegakan law enforcement terhadap pelanggaran klausul-
klausul upaya pencapain tujuan yaitu perlindungan kesehatan masyarakat akibat bahaya 
merokok. Kebijakan sosialisasi dan kampanye anti rokok ini sebagian besar sudah tercakup 
dalam PP 19/2003 namun alternatif ketiga ini merupakan kebijakan PP 19/2003 plus, yaitu plus 
penegakan hukum dan adanya klausul pembatasan kadar nikotin dan tar. 
c. Garis Besar Strategi Pelaksanaan 
Garis besar strategi pelaksanaan dari alternatif kebijakan ini adalah melalui penentuan 
kadar maksimal nikotin dan tar yang terkandung dalam rokok. PP 81/1999 sebenarnya sudah 
menerapkan strategi ini, akan tetapi mengalami revisi. Oleh karena itu strategi alternatif 
kebijakan yang pertama memerlukan ketegasan pemerintah dalam mengantisipasi dan 
mengurangi bahaya merokok dengan memberikan batasan tersebut, yaitu untuk nikotin 1,5 mg 
dan tar 2 mg. Penerapan strategi pertama ini memerlukan proses yang cukup panjang, karena di 
pihak pabrik perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan mesin penghitung kadar nikotin dan 
tar dalam rokok sebelum dan sesudah dibakar, mesin yang dapat membantu pengolahan nikotin 
dan tar sehingga sesuai dengan kriteria yang diinginkan; di pihak petani rakyat, lebih lama lagi, 
karena inovasi penemuan varietas tembakau yang rendah kadar hikotinnya membutuhkan waktu 
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panjang. Pemberlakuan waktu adaptasi utuk industri rokok kretek 10 tahun dan rokok putih 7 
tahun. 
Strategi kedua adalah penentuan besaran denda yang sangsi yang tegas dan jelas bagi 
pelanggaran informasi kadar nikotin dan tar, informasi bahaya akibat merokok, pelanggaran jam 
iklan dan materi iklan rokok bagi produsen rokok, serta bagi perokok yang merokok di kawasan 
bebas rokok. Strategi ini membutuhkan dukungan penegakan hukum yang konsisten. 
Strategi ketiga yaitu mengembangkan program-program sosialiasi bahaya merokok dan 
kampanye anti rokok. Hal ini dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi-instansi kesehatan, 
departemen-departemen lain, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian, pendidikan, 
dengan masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan masalah 
kesehatan masyarakat.  
d. Rencana Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan setelah 3 bulan pertama pemberlakuan kebijakan, 
terutama dilakukan pada pabrik rokok yang tidak atau belum mencantumkan kadar kandungan 
nikotin dan tar, dan belum atau tidak memberikan informasi tentang bahaya merokok di kemasan 
rokok. Selain itu jam tayang serta materi iklan rokok di televisi dapat dipantau terus menerus. 
Implementasi program-program sosialisasi dan kampanye anti rokok dapat dipantau dalam 
waktu triwulanan, 6 bulan atau 1 tahun tergantung dari kondisi kesiapan pelaksana program dan 
faktor budaya masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran seseorang untuk berhenti merokok 
tidak didapatkan dalam waktu yang singkat, apalagi jika lingkungan sekitar perokok tetap 
memungkinkan perokok meneruskan aktivitas merokoknya. Untuk itu monitoring dan evaluasi 
secara menyeluruh perlu dilakukan baik dari strategi pengendalian dan pengetatan (restriction) 
maupun dari strategi sosialisasi.  
e. Keterbatasan dan Akibat Tak Terduga 
Keterbatasan dari akernatif kebijakan ini adalah ketidaksiapan suprastruktur hukum dan 
politik dalam mendukung program. Alternatif kebijakan sosialisasi dan kampanye anti rokok 
membutuhkan kemampuan aparatur yang tangguh dan teguh pada komitmen yang dijalankannya. 
Oleh karena itu bargaining power departemen kesehatan perlu diperkuat dalam koridor misi 
kesehatannya yang murni, tanpa adanya infiltrasi kepentingan lain dalam misi tersebut. Namun 
kondisi saat ini justru menunjukkan hal yang berbeda, departemen kesehatan kurang mampu 
berunjuk gigi mengupayakan kebijakan bahaya rokok terbaik bagi masyarakat. 
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Selain itu bisa terjadi tumpang tindih (overlapping) kebijakan antar bidang, misalnya 
kebijakan untuk menyejahterakan petani tembakau dan buruh rokok dengan kebijakan 
melindungi masyarakat dari bahaya merokok, antara kebijakan mendapatkan cukai rokok dengan 
kebijakan penanganan kesehatan akibat merokok. 
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